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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga bahan 
bakar minyak terhadap permintaan kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap 
penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan selama periode 
1996-2005. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas 
Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan hasil publikasi institusi yang 
terkait.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
dan kuantitatif kemudian yang diformulasikan dalam suatu model persamaan rasio 
dan semi logaritma natural. Hasil dari persamaan (1) menunjukkan bahwa harga 
BBM, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap rasio Jumlah Kendaraan Bermotor dengan R2 sebesar 0,720 yang 
menunjukkan variasi sebesar 72 persen 
dipengaruhi oleh harga BBM, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk.

Hasil persamaan (2) menunjukkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor 
berpengaruh terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dengan R2 sebesar 0,352 atau 35,2 
persen variasi Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh Jumlah Kendaraan 
Bermotor.

rasio Jumlah Kendaraan Bermotor

Kata Kunci: Harga BBM, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor
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ABSTRACT

The purpose of this research is to frnd out of the influences of increasing fuel 
price of vehicles sum and ultimate of Vehicles Tax Revenue in Prov. Sumatera 
Selatan. This research use secondary data obtained from Dinas Pendapatan Daerah 
Prov. Sumatera Selatan and publication of authority institutions.

Analysis used in this research was qualitative and quantitatif analysis and 
formulated in Ratio and semi logaritma natural. The result of companson (1) 
indicated that fuel price, Capital income dan population have signifficantly effect to 
ratio vehicles sum. The R2 value is 0,720.It means that 72 percent ratio vehicles sums 
effect by petrol oil price, Capital income dan population.

The result of comparison (2) indicated that ratio vehicles sum have 
signifficantly effect to Vehicle Tax Revenue with R2 value is 0,352 it means that 35,2 
percent Vehicle Tax Revenue effect by ratio vehicles sum.

Keyword: Fuel Price, Vehicles Sum, Vehicle Tax Revenue
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah antara lain adalah untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang keija guna memujudkan tujuan tersebut 

pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama harus memiliki inisiatif 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat berdasarkan sumber daya 

yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah 

tersebut, sehingga dapat merancang dan membangun perekonomian daerah. Potensi 

sumber daya yang dimiliki tersebut dapat dikembangkan dan dapat digunakan 

membiayai kegiatan pembangunan daerah pada sektor-sektor yang produktif. Sektor 

perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang sampai saat ini 

mempunyai peranan yang cukup penting. Untuk menggali sumber dana yang 

diperlukan suatu perencanaan yang matang untuk menghindari kekeliruan dalam 

melakukan prediksi pendapatan dimasa yang akan datang, sehingga tidak realistisnya 

anggaran pendapatan. (Selamat Bamim,2002:107).Pembangunan daerah diarahkan 

untuk memacu kemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakan prakarsa dan peran serta aktif 

masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan 

terpadu dalam mengisi otonomi daerah. Indonesia mengembangkan sistem otonomi 

daerah guna membangun semangat baru daerah.

1
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daerah propinsi untuk lebih mengembangkan daerahnya dengan kebijakan-kebijakan 

pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerahnnya 

sendiri tanpa bergantung sepenuhnya lagi dengan pemerintah pusat. 

Dikembangkannya sistem otonomi daerah ini secara tidak langsung membuat setiap 

daerah propinsi untuk berkreatif dan berinovasi demi kemajuan daerah pada 

khususnya dan Indonesia pada umumnya. (Febi Bahtara,2005:l)

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 

2004, telah memberikan wewenang yang luas , nyata dan bertanggung jawab kepada 

daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan kewenangan pusat dan daerah 

sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi, peran serta dan keanekaragaman daerah 

yang dilaksanakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekwensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah 

makan tuntutan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin 

besar pula, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber- 

sumber pembiayaan yang memadai agar tidak terjadi penggunaan tidak realistisnya 

anggaran pandapatan.

Sementara itu dengan semakin maju dan berkembangnya masyarakat serta 

bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, maka kegiatan dan 

pengeluaran masyarakat semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan pengeluaran 

pemerintah guna membiayai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.
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Untuk itu pemerintah harus mengupayakan peningkatan sumber penerimaan daerah 

yang salah satunya melalui pemungutan pajak.

Pajak merupakan salah satu alat penting bagi pemerintah daerah dalam 

mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial yang mengandung sasaran sebagai 

berikut (Mohammad Zain, 2000:45), yaitu:

a. Pengalian sumber-sumber dana dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah.

b. Pendistribusian penghasilan secara riil dalam kelas-kelas penghasilan 

(vertical equity) dan secara merata terhadap masyarakat yang 

berpenghasilan sama (horizontal equity).

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan 

kesempatan keija.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu bagian dari penerimaan 

negara dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Komponen-komponen 

sumber penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.33 

Tahun 2004 adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Komponen diatas merupakan sumber penerimaan daerah otonom, dimana 

diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur
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dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam membiayai kegiatan pembangunan 

daerahnya masing-masing.

Adapun unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah meliputi:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasi Pengolahan Kekayaan Daerah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

• Penjualan Kekayaan Daerah

• Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah dengan valuta asing

• Jasa Giro

• Komisi, potongan

• Pendapatan Bunga dan lain-lain.

Sesuai dengan tuntutan daerah akan kebutuhan sumber-sumber pembiayaan

untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tersebut, maka berdasarkan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah , telah diatur secara tegas mengenai alokasi sumber 

keuangan yang menjadi bagian untuk Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah 

Kabupaten /kota. Pada kenyataan dalam melaksanakan otonomi daerah , faktor

penting yang harus menjadi perhatian antara lain adalah faktor ketersediaan dana

untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk itu pendapatan 

daerah (PATDA) adalah suatu hal yang mutlak harus menjadi perhatian yang serius
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baik dalam pengolaan maupun pengembangan sumber-sumber pungutannya. Pada era 

otonomi daerah , kemandirian suatu daerah betul-betul akan dilaksanakan yang 

implementasinya antara lain akan diwujudkan dalam bentuk kewenangan dan 

pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Pendapatan 

Daerah (PATDA) pada umumnya yang merupakan kebijakan kewenangan di era 

otonomi daerah dewasa ini. (Suwardi,2005:l)

Dalam mengelola keuangan daerah salah satu unsur yang cukup menentukan 

adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan mengembangkan 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, karena kemampuan dan kemandirian suatu 

daerah dilihat dari seberapa besar PAD daerah tersebut dapat digali dan direalisasikan 

sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Salah satu ciri kemampuan suatu daerah otonomi dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dibidang keuangan daerah. Melalui 

kewenangan tersebut oleh kemampuan di bidang kemampuan untuk meningkatkan 

penerimaan daerah dengan jalan menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai 

dengan kewenangan yang dimilikinya. Penerimaan daerah dari bagian Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari pajak daerah. Retribusi 

daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Realisasi penerimaan 

Pendapatan Daerah adalah merupakan suatu gambaran yang mencerminkan potensi 

kemampuan suatu daerah dalam menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan tugas- 

tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Realisasi Penerimaan Pendapatan

1
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Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

PATDA Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 1.1

atau

Penerimaan APBD dan PAD Propinsi Sumatera Selatan 
Tahun 1996-2005 (000 Rp)

4000000000 n m3500000000

3000000000 -

g 2500000000 
es
I 2000000000 -
c
£ 1500000000

Tahun
APBD
PAD

1000000000

500000000

♦-—*-
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

♦-♦0

Tahun

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) pada setiap tahunnya rata-rata 10,06 persen . Rendahnya kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan anggaran pendapatan pada 

penyusunan APBD setiap tahun, hal tersebut mencerminkan masih dominannya 

ketergantungan pemerintah daerah akan subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat. 

Oleh karena itu penerimaan yang berasal dari daerah sendiri perlu dioptimalkan,

«'■s? 

y
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dengan harapan pada saatnya nanti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 

lebih besar daripada dana dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Banyak sumber-sumber potensi yang dapat digali oleh daerah otonom untuk 

meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri, salah satunya adalah pajak daerah 

berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBN-KB). Perkembangan jumlah pajak kendaraan bermotor dan penerimaan bea 

balik nama kendaraan bermotor dari tahun 1996 sampai dengan 2005 dapat dilihat 

pada gambar grafik 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2

Penerimaan Jumlah PKB dan BBNKB

400000000 -i
350000000
300000000
250000000

i 200000000 -
63

| 150000000 - 
100000000 - 
50000000 -

PKB dan BBNKB 
Tahun

0 —♦ t—♦
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tahun

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan jumlah dari pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami fluktuatif, dengan rata- 

rata pertumbuhan jumlah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor pada setiap tahunnya meningkat sebesar 29,67 persen.
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Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera 

Selatan selama periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 maka semakin tinggi 

juga penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), baik itu kendaraan roda dua maupun roda 

empat. Jumlah kendaraan di Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 

grafik berikut ini:

Gambar 1.3

Jumlah Kendaraan di Sumatera Selatan Tahun 1996-2005
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Pertumbuhan sektor transportasi diperkirakan masih cukup tinggi yang akan 

berakibat pada tingginya permintaan energi khususnya bahan bakar minyak. 

Konsumsi energi di sektor di sektor transportasi dipengaruhi oleh tingkat pergerakan 

dan aktivitas manusia dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bentuk kegiatan tersebut

I
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pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap jumlah kendaraan, konsumsi 

energi dan prasarana transportasi (Nahnuddin dan Atik, 2005:55-56).

Faktor utama yang sangat mendukung sektor transportasi adalah harga bahan 

bakar minyak (BBM) yang selalu disubsidi oleh pemerintah sehingga harga bensin 

dan solar tergolong murah. Subsidi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia (Triliyun Rp)

Subsidi BBMTahun
2,5851996/1997
18,4821997/1998

25,2001998/1999

38,1401999/2000

22,4502000/2001

Sumber: vvww.ppdn pu@indo.net.id

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat subsidi pemerintah terhadap bahan bakar 

minyak (BBM) pada tahun 1996/1997 subsidi yang diberikan kepada masyarakat 

pengguna BBM adalah sebesar 2,585 triliyun rupiah dan merupakan subsidi terendah 

selama kurun waktu 1996/1997 sampai tahun 2000/2001, sedangkan subsidi yang 

tertinggi nilainya terjadi pada tahun 1999/2000 dengan nilai 38,140 triliyun rupiah 

atau dengan kata lain pertumbuhannya naik sebesar 51,35 persen dari tahun 

sebelumnya. Subsidi terus diberikan kepada masyarakat pengguna BBM atas dasar 

pertimbangan untuk kesejahteraan masyarakat. Subsidi terus meningkat sampai

mailto:vvww.ppdn_pu@indo.net.id
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dengan tahun 2000/2001 kembali menurun. Subsidi-subsidi yang dimaksudkan untuk 

menciptakan suatu struktur insentif ternyata menghasilkan suatu inefisiensi. Banyak 

sekali contoh -contoh subsidi yang justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, 

seperti subsidi BBM, tarif dasar listrik, subsidi bahan pangan , dan sebagainya. Di 

tingkat teori dan strategis, pemberian subsidi masih dapat dibenarkan sepanjang 

dirancang untuk memenuhi sasaran yang tepat. Disamping itu , kebijakan insentif 

perekonomian dalam bentuk penegakan kebijakan persaingan sehat(UU No 5/1999), 

program -program deregulasi, dan debirokratisasi menjadi sangat relevan untuk 

segera diberlakukan lebih efektif. Pada tahun anggaran 2001, pemerintah sekali lagi 

akan menerima ujian berat dalam penyaluran dana pengganti subsidi BBM yang 

dicabut efektif pada bulan Oktober 2000 (Faisal Basri, 2002:249).

Sebagai faktor utama dalam sektor transportasi bahan bakar minyak terus 

mengalami peningkatan. Krisis ekonomi menyebabkan melemahnya nilai rupiah yang 

Berdampak langsung terhadap bahan bakar minyak yang terus mengalami 

peningkatan dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi setiap tahunnya 

(Bemadus, 2005: 6). Perkembangan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di 

Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.4 grafik berikut:

i- ■ e.

; u \
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Gambar 1.4

Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia 
Tahun 1996-2005
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Dari gambar 1.4 diatas dapat dilihat kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM) secara bertahap di Indonesia, khususnya premium yang sebagian besar 

digunakan dalam kendaraan bermotor dalam kegiatan operasionalnya. Dalam kurun 

waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 telah terjadi berapa kali kenaikan harga 

bahan bakar minyak. Permintaan akan alat transportasi tentunya akan berhubungan 

dengan penggunaan bahan bakar dalam kegiatan operasional kendaraan bermotor,

jumlah penduduk, panjang jalan yang tersedia dan juga daya beli masyarakat itu

sendiri. Dengan asumsi setiap pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan

penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka penerimaan daerah akan

meningkat. Apabila terhadi kenaikan harga minyak maka ratio permintaan kendaraan

bermotor akan meningkat. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini diiringi

dengan pergeseran permintaan kendaraan bermotor, pada saat harga bahan bakar

minyak naik maka jumlah kendaraan roda dua juga mengalami kenaikan tetapi
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kendaraan roda empat mengalami penurunan. Dengan meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor sebagai alat transportasi pada akhirnya penerimaan pajak 

kendaraan bermotor akan meningkat.

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tidak kalah pentingnya dalam 

mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB dan jumlah penduduk. Apabila 

pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun (cateris paribus) akan 

menyebabkan naiknya pendapatan perkapita yang mencerminkan kesejahteraan 

masyarakat suatu daerah sehingga kemampuan masyarakat tersebut untuk membeli 

kendaraan bermotor akan meningkat dan penerimaan pajak kendaraan dan bea balik 

nama kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh 

kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap permintaan kendaraan bermotor dan 

dampaknya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera 

Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana pengaruh kenaikan 

harga bahan bakar minyak terhadap permintaan kendaraan bermotor dan dampaknya 

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

r
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaruh 

kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap permintaan kendaraan bermotor dan 

dampaknya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera 

Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh kalangan akademik

sebagai bahan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk memprediksi penerimaan pajak kendaraan

bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Operasional

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis perkembangan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga 

dapa memberikan masukan atau informasi bagi pemerintah Propinsi Sumatera Selatan 

dalam pembuatan kebijakan di masa mendatang yang berkaitan dengan penerimaan 

daerah sehingga mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
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